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A. Tinjauan Umum tentang Non Performing Financing

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan (financing) merupakan istilah yang

dipergunakan dalam Bank Syariah, sebagaimana dalam Bank

konvensional disebut dengan kredit (lending). Dalam kredit

keuntungan berbasis pada bunga (interest based), sedangkan

dalam pembiayaan (financing) berbasis pada keuntungan riil

yang dikehendaki (margin) ataupun bagi hasil (profit sharing).

Dalam pasal 1 angka 25 Undang-undang No. 21

Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebutkan:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan

yang dipersamakan dengan itu berupa :

a.

Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan
musyarakah;

Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa
beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;

Transaksi  jual  beli dalam  bentuk  piutang
murabahah,salam, dan istishna’;

Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang

gardh;dan
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e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk
transaksi  multijasa  berdasarkan persetujuan  atau
kesepakatan antara Bank Syariah dan / atau diberi fasilitas
dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka
waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau
bagi hasil*

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan
menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan
yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau
bagi hasil 2.

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar
kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan sama
dengan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti sesuatu yang
diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh

penerima pembiayaan sesuai dengan jangka waktu dan syarat-

! Ahmad Dahlan,Bank
Syariah:Teoritik,Praktik,Kritik,Yogyakarta: Teras,2012,h 50.

“Muhammad., Manajemen Bank Syariah Edisi revisi, Yogyakarta:
UPPAMP YKPN, 2002, h. 10.
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syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal diatas,

unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut antara lain: °.

a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (shahibul
mal) dan penerima pembiayaan (mudharib). Hubungan
pemberi dan penerima pembiayaan adalah hubungan
kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan
pula sebagai kegiatan tolong-menolong. Sebagaimana
terdapat firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah: 2
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Artinya:

‘...dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada
Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya.’ (QS. Al-
Maidah: 2)*

b. Adanya kepercayaan shohibul mal kepada mudahrib yang

didasarkan atas prestasi dan potensi mudharib.

® Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2012, h. 4.

* Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,
Semarang:PT Toha Putra, 2002, h. 141-142.
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c. Adanya persetujuan yang dilandaskan atas dasar suka
sama suka dan kesepakatan diantara kedua belah pihak
untuk saling menepati janji membayar, baik berupa janji
lisan maupun tertulis (akad pembiayaan) atau berupa
instrumen pembiayaan. Sebagaimana firman Allah SWT
dalam surat Al-Bagarah: 282
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Artinya:

‘Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya...” (QS. Al-

Bagarah: 282)°

d. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari pihak
shahibul mal kapada mudharib.

e. Adanya unsur waktu (time element). Unsur ini merupakan
unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena
unsur waktu, baik dilihat dari shahibul mal maupun
mudharib.  Misalnya, pemilik uang memberikan
pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar dimasa

yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan

® Departemen Agama RI, Al-Qur’an, ..., h. 59.
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karena adanya jarak antara waktu produksi dengan
konsumsi.

f. Adanya unsur resiko (degree of risk) baik di pihak
shohibul mal maupun mudharib. Resiko dipihak shahibul
mal yaitu adanya resiko gagal bayar (risk of default) dari
pihak mudharib. Sedangkan resiko di pihak mudharib
adalah kecurangan dari pihak pembiayaan (shahibul mal)
dalam hal keuntungan.

Pembiayaan secara luas berarti financing atau
pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk
mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan
sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit,
pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang
dilakukan oleh Lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah
kepada nasabah. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi
sempit dan pasif®.

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan
a. Tujuan Pembiayaan
Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai

tujuan tertentu sesuai dengan misi dari lembaga keuangan,

®Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2002, h. 325.
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adapun tujuan utama pemberian pembiayaan adalah

sebagai berikut:’

1) Mencari keuntungan
Yaitu bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari
pemberian pembiayaan yang berupa bagi hasil atau
margin sebagai balas jasa diri nasabah yang diterima
oleh bank.

2) Membantu usaha nasabah
Tujuan lainnya yaitu untuk membantu usaha nasabah
yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun
dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka
pihak debitur akan dapat mengembangkan dan
memperluas usahanya.

3) Membantu pemerintah
Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang
disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik
karena bisa meningkatkan pembangunan di berbaga
sektor, terutama disektor ekonomi.

b. Fungsi Pembiayaan
Sesuai dengan tujuan pembiayaan diatas, maka

secara umum pembiayaan mempunyai fungsi untuk: ®

" Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Liannya, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2013, h. 88.
8 Kasmir, Bank...,h. 90.
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Meningkatkan daya guna uang

Apabila uang hanya disimpan saja maka tidak akan
menhasilkan  sesuatu yang berguna. Dengan
pemberian pembiayaan maka uang tersebut bisa
berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si

penerima pembiayaan.

Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini, pembiayaan yang disalurkan akan
beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya
sehingga suatu daerah yang kekurangan uang akan
memperoleh tambahan uang dari daerah lain.
Meningkatkan daya guna barang

Pembiayaan yang diberikan dapat digunakan oleh
debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna
menjadi barang yang berguna dan bermanfaat serta
mempunyai nilai.

Meningkatkan peredaran barang

Pemberian pembiayaan dapat pula menambah atau
memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke
wilayah lain, sehingga jumlah barang yang beredar
juga akan meningkat.

Sebagai alat stabilitas ekonomi
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Dengan adanya pemberian pembiayaan akan
menambah jumlah barang yang diperlukan oleh
masyarakat, hal ini bisa membantu dalam mengekspor
barang ke luar negeri sehingga bisa meningkatkan
devisa negara.
6) Meningkatkan kegairahan usaha
Bagi penerima pembiayaan tentu dapat meningkatkan
kegairahan dalam menjalankan usahanya, apalagi
dengan nasabah yang memang memiliki keterbatasan
modal.
7) Meningkakan pemerataan pendapatan
Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, maka
akan meningkatkan pendapatan. Jika pembiayaan
diberikan untuk membangun pabrik, maka akan
membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat
mengurangi pengangguran.
3. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan,

Bank syariah atau BMT harus memperhatikan beberapa

prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi Secara

keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah

prinsip penilaian ini dikenal dengan 5C+18, yaitu:®

a. Character

® Kasmir, Bank...,h 95.
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Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon
penerima  pembiayaan dengan  tujuan untuk
memperkirakan kemungkinan bahwa  penerima
pembiayaan bersifat amanah dan dapat memenuhi
kewajibannya.

Capacity

Yaitu penilaian secara subjektif tentang kemampuan
penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran.
Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima
pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan
pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti
toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode
kegiatannya.

Capital

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki
oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan
posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditujukkan
oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi
modalnya. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui
sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah
terhadap usaha yang akan dibiayai.

Collateral

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan,

baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Penilaian ini
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bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko
kegagalan pembayaran tecapai terjadi, maka jaminan
dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban sehingga
dapat melindungi bank dari resiko kerugian.

Condition

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi sekarang dan
di masa mendatang yang terjadi di masyarakat secara
spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha
yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal
tersebut karena konsisi eksternal berperan besar dalam

proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha
yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak
melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN Pengelola
tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam
tindakannya.

Dan dalam islam pun terdapat prinsip-prinsip
pembiayaan, yaitu : °

1) Tidak adanya transaksi keuangan berbasis riba

19 Mervy dan Latifah, Perbankan Syariah, Jakarta:Raja Grafindo persada,

2012 h.44
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2) Pengenalan pajak religius dan pemberian sedekah dan
zakat

3) Pelarangan produksi barang dan jasa Yyang
bertentangan dengan hukum islam

4) Penghindaran aktifitas ekonomi yang melibatkan
maysir (judi) gharar(transaksi yang tidak jelas)

4. Pengertian Non Performing Financing (Pembiayaan
Bermasalah)

Salah satu fungsi dan kegiatan Bank Syariah adalah
menghimpun dan menyakurkan dana atau memberi kredit,
dalam terminologi Bank Syariah kredit disebut dengan istilah
pembiayaan, sebagaimana yang disebutkan dalam undang-
undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat
1. Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah
harus berdasarkan akad (kontrak) yang ditetapkan undang-
undang atau akad-akad yang tidak bertentangan dengan ajaran
Islam.

Suatu pembiayaan dinyatakan bermasalah jika benar-
benar tidak mampu menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh
pembiayaan tersebut. Risiko pembiayaan didefinisikan
sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam

(counterpatry) tidak dapat dan tidak mau memenubhi
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kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamya
secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi
pembiayaan di mana terdapat suatu penyimpangan utama
dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat
terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan
tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan
terjadinya kerugian bagi koperasi!

Menurut ikatan akuntan Indonesia dalam PSAK
No0.13 mengenai akuntansi Perbankan paragraf 24, kredit
bermasalah adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok
dan/ atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh
tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu
sangat diragukan. Pembiayaan bermasalah adalah suatu
kondisi pembiayaan dimana ada suatu penyimpanan utama
dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan
keterlambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan
yuridis dalam pengembalian.

5. Analisis Pembiayaan pada Koperasi Syariah
Agar dana pembiayaan UJKS Koperasi Syariah aman

menguntungkan, sebaiknya petugas pembiayaan mencari

"'Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah
dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Peraturan Menteri Tahun 2007.
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calon anggota pembiayaan yang disebut solitasi. Kata lain

dari solitasi adalah tindakan menjemput bola. Petugas

pembiayaan harus proaktif dalam mencari calon anggota

pembiayaan pilihan dan sesuai kreteria yang layak untuk

dibiayai harus memenuhi syarat 6 C yaitu:*

a. Chaacter of Akhlak (karakter akhlaknya)
Karakter ini dapat dilihat dari interaksi kehidupan
keluarga dan para tetangganya. Untuk mengetahui lebih
dalam adalah dengan bertanya kepada tokoh masyarakat
setempat maupun para tetangga tentang karakter atau
akhlaknya dari si calon penerima pembiayaan.

b. Condition of economy (kondisi usaha)
Usaha yng dijalankan calon anggota pembiayaan harus
baik, dalam arti mampu mencukupi kebutuhan hidup
keluarganya. Menutupi biaya operasi usaha dan kelebihan
dari hasil usaha dapat menjadi penambah modal usaha
untuk berkembang. Apalagi kelak mendapat pembiayaan
dari koperasi syariah maka usaha tersebut dapat tumbuh
lebih baik dan akhirnya mampu untuk melunasi
kewajibannya.

c. Capacity (kemampuan manajerial)

12 Nur S. Buchori, Koperasi Syariah Teori dan Praktik, Banten:
PAM Press, 2012, h. 172.
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Calon anggota pembiayaan mempunya kemampuan
manajerial, handal dan tangguh dalam menjalankan usaha.
Biasanya seorang wiraswasta sudah dapat mengatasi
permasalahan yang mungkin timbul dari usahanya apabila
sudah berjalan minimal dua tahun. Oleh karena itu
kebijakan yang berlaku di koperasi syariah sebaiknya
apabila calon anggota pembiayaan tersebut belum
menjalankan usaha sejenis minimal dua tahun maka tidak
dapat diproses permohonan pembiayaan.

Capital (modal)

Calon anggota pembiayaan harus mampu mengatur
keuangannya dengan baik. Pengusaha harus dapat
menyisihkan sebagian keuntungan usahanya untuk
menambah modal sehingga skala usahanya dapat
ditinggalkan. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah
apabila usaha calon anggota pembiayaan yang sebagian
besar struktur permodalannya berasal dari luar (bukan
modal sendiri) maka hal ini akan menimbulkan
kerawanan pembiayaan bermasalah.

Collateral (jaminan)

Petugas pembiayaan harus dapat menganalisis usaha
calon anggota pembiayaan di mana sumber utama
pelunasan pembiayaan nantinya dibayarkan dari hasil

keuntungan usahanya. Untuk mengatasi kemungkinan
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sulitnya pembayaran kembali kepada Koperasi Syariah
maka perlu dikenakan jaminan. Ada dua fungsi jaminan.
Pertama, sebagai pengganti pelunasan pembiayaan apabila
nasabah sudah tidak mampu lagi. Namun demikian
Koperasi Syariah tidak dapat langsung mengambil alih
jaminan tersebut, tetapi memberikan tangguh atau
tenggang waktu mencari alternatif lain yang disepakati
bersama dengan anggotanya. Kedua, sebagai pelunasan
pembiayaan apabila anggotanya melakukan tindakan
wanprestasi.
f. Constrain (keadaan yang menghambat)

Ketepatan pemberian modal usaha sangat berkaitan pula
dengan iklim/musim suatu usaha tertentu. Sebagai
contohnya meskipun seorang berpengalaman dalam
berdagang es kelapa muda, akan tetapi jika ia diberikan
pembiayaan usaha pada saat musim hujan maka
dipastikan pengembalian angsuran kepada Koperasi
Syariah akan bermasalah. Demikian halnya dengan
pedagang buah yang memiliki musim tersendiri, tidak
tepat jika diberikan pembiayaan usaha dengan jangka
waktu yang lebih dari dua bulan. Karena musim buah-
buahan paling lama 3 bulan.

6. Kolektibilitas Pembiayaan
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Untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan,
pada masing-masing komponen ditetapkan Kkriteria-kriteria
tertentu untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan,
maka pembiayaan digolongkan kepada:*®

a. Lancar
Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada
tunggakan sesuai dengan persyaratan akad dan disertai
dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan
agunan kuat.

b. Dalam Perhatian Khusus
Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok
dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari,
dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan
agunan kuat serta pelanggaran terhadap persyaratan
perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang Lancar
Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok
dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh)
hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari,

dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan

BFaturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di
Bank Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h.69.
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pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap
persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya
melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan
kesulitan keuangan.

d. Diragukan
Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok
dan atau margin telah melewati 180 (seratus delapan
puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh)
hari. Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan
pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang
prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet
Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok
dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh
puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau

pengikatan agunan tidak ada.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing
Financing
Kegiatan bank sebagai penghimpun dana dan
menyalurkan dalam bentuk pembiayaan menghadapi resiko besar
yang perlu diperhatikan agar dapat mengambil keputusan. Salah
satu produk Perbankan Syariah yang memiliki risiko tinggi adalah

produk pembiayaan. Produk pembiayaan menghadapi risiko
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pembiayaan bermasalah sehingga dapat menimulkan kerugian
bagi Bank jika tidak didetekai serta dikelola secara tepat. Menurut
Mahmoedin (2002) **, indikasi pembiayaan bermasalah dapat
dilihat dari perilaku rekening (account attitudes), perilaku
kegiatan bisnis (business activities attitudes), perilaku nasabah
(customer attitudes), yang kelima adalah perilaku makroekonomi
(economic macro attitudes). Sedangkan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh
tiga unsur, yaitu :
1. Pihak Bank itu sendiri
Petugas pembiayaan
a. Kejujuran (integrity)
Koperasi syariah dalam merekrut karyawan harus mencari
orang yang taat beribadah, orang rajin ibadah setidaknya
memiliki sifat kejujuran dan menghargai harta milik orang
lain. Kehancuran BMT-BMT pada masa lalu adalah lebih
disebabkan fraud (kecurangan) dari para karyawan seperti
terbiasa menerima risywah (gratifikasi) dari calon
penerima pembiayaan yang sebenarnya tidak layak

dibiayai. Terkadang karyawan melakukan fraud karena

 Dalam Yunis Rahmawulan, “Perbandingan Faktor Penyebab
Timbulnya NPL dan NPF Perbankan Syariah dan Konvensional di Indonesia”
Thesis”, Jakarta : Universitas Indoesia, 2008, h 23 (tidak diterbitkan)
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lemahnya pengawasan lembaga sehingga timbulnya
pembiayaan bermasalah.

Pengetahuan (Knowledge)

Pengetahuan terhadap manajemen pembiayaan merupakan
langkah terbaik dalam mengantisipasi terjadinya
pembiayaan. Koperasi syariah harus membekali petugas
pembiayaan dengan pengetahuan manajemen pembiayaan
yang dimulai dari memilih calon penerima pembiayaan
yang potensial, melakukan analisis hingga komite
pembiayaan. Minimnya pengetahuan tentang pemberian
pembiayaan menjadikan salah sasaran dalam mencari
calon penerima pembiayaan yang potensial.

Sikap (Attitude)

Pembiayaan bermasalah juga dapat timbul dari petugas
pembiayaan yang tidak memiliki sikap proporsional.
Dalam pemberian pembiayaan, seorang petugas
pembiayaan pada Koperasi Syariah harus bersikap netral
dan tidak mementingkan keuntungan pribadi atau orang
lain terkadang pemberian pembiayaan lebih diutamakan
karena faktor kedekatan keluarga atau perkawanan
sehingga mengabaikan profesionalisme  manajerial.
Sehingga ketika pembiayaan yang diberikan tidak lancar

petugas pembiayaan merasa malu untuk menegur ataupun
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menagihnya, kondisi ini akan semakin parah jika sebagian
besar pembiayaan diberikan dengan cara tersebut.
Ketrampilan (Skill)

Ada beberapa kasus yang dijumpai seperti anggota
penerima pembiayaan tidak mampu untuk membayar
angsuran, meskipun baru satu atau dua bulan pencairan
pembiayaan diberikan. Kejadian ini merupakan lemahnya
petugas dalam menganalsis kemampuan calon penerima
pembiayaan. Seorang calon pembiayaan mengajukan
pembiayaan dengan mengukur nilai agunan yang
diberikan meskipun kebutuhan modalnya sebenarnya
tidak terlalu besar. Sebagai contoh, seorang pedagang
rujak mengajukan pembiayaan sebesar dua puluh juta,
namun berdasarkan analisis keuangan sebenarnya hanya
butuh modal kerja sebesar dua juta rupiah dan memiliki
kemampuan mengangsur sepuluh ribu rupiah per hari,
namun karena taksasi agunannya berupa BPKB mobil
yang dinilai sebesar dua puluh juta rupiah kemudian
Koperasi Syariah menyetujui pemberian dua puluh juta,
maka sudah dapat dipastikan akan terjadi pembiayaan
bermasalah. Keterampilan analisa keuagan petugas
pembiayaan memegang kunci keberhasilan sebuah
pembiayaan yang diberikan.

Sistem Operasional dan Prosedur
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Seringkali kegagalan sebuah Koperasi Syariah lebuh
sering disebabkan kurang tertatanya organisasi khususnya
kelengkapan SOP vyang jarang dimiliki, kondisi ini
menyebabkan seorang karyawan dalam melakukan
pekerjaan seringkali cepat mencapai titik jenuh yang
berakibat banyaknya waktu terbuang dan terpengaruh
dengan kondisi seadanya. Sehingga target-target
pertumbuhan Koperasi Syariah tidak dapat dicapai dan
Koperasi Syariah berkembang secara stagnasi bahkan
ironisnya mengalami penurunan rentabilitas yang dapat

berakhirnya eksistensi Koperasi Syariah.

2. Dari Pihak Nasabah

a.

Anggota penerimaan Pembiayaan.

Ada 4 faktor penting yang harus diperhatikan terhadap

calon penerima pembiayaannya antara lain:

1) Karakter Calon Penerima Pembiayaan
Aspek analisa pembiayaan yang paling sulit adalah
ketika kita menilai karakter seseorang. Penilaian
karakter yang merupakan aspek kuantitatif tersebut
hanya bisa dipahami jika Kkita telah mengenal lama
calon penerima pembiayaan tersebut. Terkadang
orang yang telah menerima pembiayaan sering kali
mangkir ketika ia harus membayar kewajibannya.

2) Side Streaming Penggunaan Dana
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Tidak sedikit mereka yang mengajukan permohonan
pembiayaan pada Koperasi Syariah bukan hanya
untuk  keperluan pribadi melainkan  mewakili
kepentingan orang lain. Contoh kasus adalah ketika
ada anggota penerima pembiayaan yang bermasalah
dalam melaksanakan kewajibannya. Ketika ditelusuri
permasalahannya ternyata pembiayaan yang diterima
dari Koperasi Syariah dibagikan pula kepada
beberapa orang lain tanpa sepengetahuan pengelola
Koperasi Syariah, dan orang lain tersebut mangkir
dan sulit ditagih karena mereka tidak memiliki
hubungan  dengan manajemen.Penyalahgunaan
pembiayaan ini sulit dideteksi jika prinsip kehati-
hatian dari pengelola Koperasi Syariah tidak
diberlakukan.

3) Peningkatan Pola Konsumsi dan Gaya Hidup
Anggota yang telah menerima pembiayaan dari
Koperasi Syariah kebanyakan lebih mementingkan
kebutuhan konsumsi dan gaya hidupnya dibandingkan
dia harus membayar kewajiban angsurannya. Orang
yang terbiasa dengan hidup glamour biasanya lebih
mementingkan pribadi daripada kewajibannya kepada
orang lain.

4) Memprioritaskan Kepentingan Lain
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Keengganan anggota membayar kewajiban angsuran
kepada Koeprasi Syariah terkadang lebih disebabkan
karena adanya kepentingan lain seperti adanya
peluang bisnis baru yang dilakukan anggota sehingga
uang yang seharusnya dipakai untuk membayar
kewajiban angsurannya kepada pihak Koperasi
Syariah justru dipakai untuk mengambil peluang
bisnis baru yang terkadang belum tentu membawakan

hasil.

b. Kondisi Lingkungan

1)

2)

Bencana alam

Faktor bencana alam merupakan indikator kegagalan
yang sulit diprediksikan, gempa bumi, banjir dan
tsunami merupakan salah satu penyebab terjadinya
pembiayaan menjadi macet, antisipasi kondisi ini
hanya satu jalan keluar yaitu dengan mengasuransikan
baik jiwa maupun aset-aset yang dimilikinya.
Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah terkadang memengaruhi pula
terjadinya pembiayaan bermasalah salah satu
contohnya, terjadi impor beras dari luar negeri

menyebabkan turunnya harga beras di pasaran
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sementara biaya produksi pertanian menjadi tidak
sebanding dengan harga jual produksinya, jika
pembiayaan diperoleh dari pembiayaan Koperasi
Syariah maka sudah dapt dipastikan akan terjadi
kemacetan dalam pengembalian.

Huru hara/ demonstrasi

Iklim demokrasi di Indonesia tidak hanya
memberikan nilai-nilai  positif bagi kehidupan
bernegara, akan tetapi iklim ini juga membawa
dampak negatif. Kasus pembakaran yang terjadi pada
tahun 1997 di Jakarta membuat jutaan debitur bank
tidak mampu melunasi hutangnya yang disebabkan
hilangnya kesempatan berusaha dan timbulnya
kepanikan harga-harga komoditi.

Kendala musim

Iklim Indonesia saat ini tidak menentu, kendati hanya
memiliki dua iklim yaitu musim panas dan musim
penghujan, seorang petugas pembiayaan jika
memberikan pembiayaan kepada anggota Koperasi
Syariah yang berprofesi sebagai pedagang es pada
saat musim penghujan maka sudah dapat dipastikan
pengembalian  pembiayaannya akan mengalami

permasalahan. Karena pedagang es pada musim hujan
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biasanya mengalami penurunan pendapatau atau sama

sekali tidak laku dagangannya.

Makro Ekonomi

Dari faktor internal Bank yaitu rasio aloksi piutang

murabahah dibanding alokasi pembiayaan profit and loss

sharing, sedangkan faktor di luar keduanya merupakan faktor

yang bersifat makroekonomi. Faktor penyebab kredit

bermasalah eksternal dalam penelitian ini dipresentasikan oleh

tingkat infalsi dan Bl rate.

a.

Inflasi

Inflasi merupakan penigkatan tingkat harga umum dalam
suatu perekonomian yang berlangsung secara terus
menerus dari waktu ke waktu. Menurut kamus Bank
Indonesia, inflasi adalah keadaan perekonomian yang
ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga
berdampak pada menurunnya daya beli, sering pula
diikuti menurunnya daya beli, sering pula diikuti
menurunnya tingkat tabungan dan atau investasi karena
meningkatnya konsumsi masyarakat dan hanya sedikit
untuk tabungan jangka panjang.

Bl Rate

Menurut penjelasan dari Bank Indonesia, Bl rateadalah

suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau
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stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia dan diumumkan kepada publik.

C. Penanganan Non Performing Financing
1. Pengertian Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan (Restrukturisasi
Pembiayaan) adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan di
kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah
yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan
bermasalah.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang
dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat
menyelesaikan  kewajibannya, anatara lain  melalui
penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali
(reconditioning), dan penataan kembali ( restructuring)

Bank Umum Syariah (BUS) dan UUS dapat
melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang
mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih
memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenubhi
kewajiban setelah restrukturisasi.

Terdapat beberapa peraturan Bank Indonesia yang
berlaku bagi BUS dan UUS dalam melakukan rstrukturisasi

pembiayaan, yaitu :
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Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25
september 2008 tentang Restrukturisasi bagi Bank Umum
Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah di
ubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari
2011.

Surat edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbS tanggal 22
oktober 2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.
10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 perihal
Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah
dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah
dengan SEBI No. 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011.

Dari ketentuan Bank Indonesia di atas dapat disimpulkan
bahwa restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan Bank
dalam rangka membantu nasabah yang masih mempunyai
prospek usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya
kembali sehingga dapatmenyelesaikan kewajibannya
kepada Bank.

Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia dalam

uraian di atas, restrukturisasi terhadap pembiayaan

bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain

melalui :

a.

Penjadwalan Kembali (rescheduling)
Penjadwalan Kembali (rescheduling), yaitu perubahan

jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka
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waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan

mudharabah atau musharakah yang memenuhi kualitas

lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan

nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

Persyaratan Kembali (reconditioning)

Persyaratan Kembali (reconditioning), yaitu perubahan

sebagaian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa

menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang

dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:

1) Perubahan jadwal pembayaran;

2) Perubahan jumlah angsuran;

3) Perubahan jangka waktu;

4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudarabah atau
musharakah;

5) Perubahan proyeksi bagihasil dalam pembiayaan
mudarabah atau mushaakah; dan/atau

6) Pemberian potongan

Penataan Kembali (restructuring)

Penataan Kembali (restructuring), vyaitu perubahan

persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi :

1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau
uus;

2) Konversi akad pembiayaan;
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3) Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga
Syariah Berjangka Waktu Menengah;

4) Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal
Syariah Berjangka Waktu Menengah;

5) Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal
Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat
disertai dengan rescheduling atau recondtioning.*

2. Landasan Syariah
a. Al-Quran surat al-Bagarah ayat 280

Artinya :

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran,
Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan
menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih
{)Gaik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Al-Bagarah 2:280)

b. Hadist
Hadits Riwayat Al-Bukhari

> Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta :Pt
Gramedia,2012 ,h 449.
18 Departemen Agama RI, Al-Qur’an, ..., h.59
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Artinya :
“Dari Aisyah di riwayatkan bahwa Rasulullah
SAW pernah membeli makanan dari seorang yahudi
dengan menghutang dan beliau memberikan baju besinya
sebagai jaminan™’
c. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia
NO: 17/DSN MUI/IX/2000Tentang Sanksi Atas Nasabah
Mampu Yang Menunda Pembiayaan
Fatwa MUI tentang sanksi atas nasabah yang mampu
yang menunda-nunda pembayaran'®
Pertama
1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi
yang dikenakan LKS kepada nasabah mampu
membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran
dengan disengaja.

2) Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar
disebabkan force majeur (bencana yang tidak terduga)
tidak boleh dikenakan sanksi.

7 Abu abdullah muhammad, Terjemah kitab bukhori Muslim,
Jakarta:sigmaexgravika h.54
'8 Fatwa Dewan Syaraiah Nasional MUI, 2005, h. 3.
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3) Nasabah yang mampu yang menunda pembayaran
dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik
untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.

4) Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan
agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan
kewajibannya.

5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang
besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat
saat akad ditandatangani.

6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai
dana sosial.

Kedua

Jika salah satu pihak tidak menunaikan
kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara
kedua belah maka penyelesaiannya dilakukan melalui
Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah.

Penanganan terhadap pembiayaan bermasalah
perlu dilakukan dengan cara®
a) Preventif (pencegahan)

(1) Pencegahan  dan  pelaksanaan  proses

pembiayaan yang benar, menyangkut internal

Ystandar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah
dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Peraturan Menteri Tahun 2007.
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(koperasi) dan eksternal (mitra dan
lingkupnya).

(2) Pemantauan dan pembinaan pembiayaan (on
site dan on desk monitoring).

(3) Memahami faktor yang menjadi penyebab
dan gejala dini pembiayaan bermasalah.

Kuratif (penyelesaian)

Account Officer melakukan analisis-evaluasi

ulang mengenai aspek (manajemen, pemasaran,

produksi, keuangan, yuridis, agunan).



